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ABSTRAK 

 

Silvania Mellinda Putri. 18.81.0486. 2022. Penyelesaian Sengketa Pertanahan 

Nasional Melalui Jalur Mediasi Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar. 

Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing  I Muthia 

Septarina S.H., M.H. Pembimbing II Ningrum Ambarsari S.H., M.H. 
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 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar dalam menyelesaikan sengketa pertanahan 

melalui jalur mediasi dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar. 

 Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang 

menitik beratkan pada hasil penelitian melalui metode sumber data primer yang 

diperoleh melalui wawancara  narasumber secara langsung dan data sekunder 

yang diperoleh dari bahan-bahan literatur.  

  Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan: Pertama : Peran Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar sudah berjalan sesuai perundang – 

undangan yang ada, yaitu sebagai mediator untuk penyelesaian sengketa 

pertanahan melalui jalur mediasi. Kedua : Terdapat hambatan dalam 

melaksanakan penyelesaian sengketa yaitu : para pihak yang tidak beitikad baik 

meraka tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh pihak mediator, tidak 

memenuhi panggilan untuk mengklarifikasi kasus terkait serta kembalinya surat 

yang dikirimkan oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar 

yang biasanya dikarenakan alamat yang sudah berganti. 
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